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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel (angkutan umum) diatur dalam Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bertujuan untuk menguatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memuat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah terbit sebelumnya.
2. Penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel (angkutan umum) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 6 huruf C UU TPKS sehingga akibat perbuatannya terdakwa dipidana dengan pidana penjaran selama 8 (delapan) tahun.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn adalah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan  harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

B. Saran

1. Agar Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk mengatur kekerasan seksual, di antaranya menyusun kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan seksual

2. Agar penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual sehigga dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.

3. Agar hakim konsisten dalam menjatuhkan putusan, tidak mempertimbangkan unsur suka sama-suka, cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, menjatuhkan pidana maksimum kepada terdakwa  serta mempertimbangkan dampak negatif bagi psikologis korban  dan melakukan pendekatan sosial terhadap terdakwa
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